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Di balik predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Klungkung atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, ternyata terdapat tumpukan temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dibeber dewan saat sidang paripurna DPRD Klungkung, 

Senin (17/6). Sidang tersebut terkait keputusan DPRD Klungkung Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yang membacakan rekomendasi meminta bupati dan 

jajarannya segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi dalam laporan hasil 

pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada 

BPK dan DPRD Klungkung. 

Beberapa temuan BPK yang dibeber dalam sidang yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung I 

Made Kasta, di antaranya soal pariwisata. Pengusaha pariwisata yang telah beroperasi banyak 

belum didata dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Rinciannya, 13 pengusaha pada 2016, 

delapan pengusaha pada 2017, dan 23 pengusaha pada 2018. 

Ditemukan adanya denda pajak hotel yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel. 

Hal ini berpotensi terhadap hilangnya atau tertundanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Ditemukan adanya denda pajak restoran yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel,” 

kata Baru saat membacakan temuan BPK itu. 

Selain itu masih banyak temuan lain yang lebih terkonsentrasi pada pemantapan pelaksanaan 

sistem pengendalian intern. Termasuk juga temuan soal Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala 

(PDNKK) yang telah bangkrut. Dalam laporan BPK yang dibacakan Baru, dibeberkan bahwa pada 

2018 operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri, namun masih diwajibkan 



menyusun laporan keuangan beruapa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018 dengan 

hasil posisi tidak balance. 

Sebagai entitas akuntansi, segala pertanggungjawaban bidang keuangan perusahaan ada 

pada direksi. Namun dalam status bupati sebagai wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan 

BUMD, ada beberapa hal yang menjadi penekanan atas kondisi PDNKK yang operasionalnya 

dihentikan. 

Terkait dengan tumpukan temuan BPK itu, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra 

menegaskan bahwa sebagian temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, munculnya 

beberapa temuan karena ada perbedaan persepsi dalam merujuk regulasi antara Pemkab dengan 

BPK. “Rencananya, Rabu (19/6) kami akan rapat bersama OPD membahas tindak lanjut 

rekomendasi dewan,” kata Winastra. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

dalam Paragraf 24 menyatakan antara laporanbkeuangan disusunwuntuk menyediakanbinformasi 

yangdrelevan mengenai posisigkeuangan dan seluruhztransaksi yangzdilakukan oleh suatu 

entitascpelaporan selamaxsatu periodezpelaporan, laporan keuanganhterutama digunakanhuntuk 

mengetahuicnilai sumber dayabekonomi yangxdimanfaatkan untukamelaksanakanmkegiatan 

operasionalcpemerintahan, menilaiwkondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

suatu entitas pelaporan, dan membantuwmenentukan ketaatannya terhadap peraturandperundang-

undangan. 

Rekomendasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017c 

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan adalah saran dariddpemeriksa berdasarkan hasil dpemeriksaannya, yanghditujukan 

kepadaworang dan/atau badanxyang berwenang untukffmelakukan tindakan dan/atauwperbaikan. 

Undang-UndangqNomor 15dsTahun 2004cvtentang Pemeriksaan Pengelolaanerdan 

TanggungxJawab KeuanganbNegara mengatur ketentuan mengenai hasil pemeriksaanbBPK dan 

tindak lanjut rekomendasinya dalam Pasal 20 sebagai berikut: 



a. Pejabatvbnwajibcbvmenindaklanjutixxrekomendasicvbdalamgflaporanzxchasilbjcpemeriksa

an.  

b. Pejabat wajibgmemberikan jawabanbatau penjelasan kepadacBPK tentang tindakclanjut atas 

rekomendasicdalam laporan hasil pemeriksaan.  

c. Jawabanvatau penjelasanvsebagaimana dimaksudspada ayatq(2) disampaikan kepada 

BPKxselambat-lambatnya 60 (enam puluh) hariwsetelah laporanahasil 

pemeriksaanzditerima.  

d. BPKcmemantau pelaksanaanhtindak lanjut hasilrpemeriksaan.  

e. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakancckewajiban dapatrdikenai sanksi 

administratifksesuai dengan ketentuanbperaturan perundang-undanganhdi bidang 

kepegawaian.  

f. BPK memberitahukanbhasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilanfdalam 

hasil pemeriksaangsemester. 

 

Adapun terhadap pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

maka dapat dikenakan sanksi-sanksiksebagai berikut: 

a. SanksiaAdministratif. 

Pasalcv20 ayat (5) Undang-UndanggtNomor 15zzTahun 2004dfmenyatakan bahwa 

pejabatcyang diketahui tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjutixfrekomendasi 

dalam laporan hasil pemeriksaanqBPK dapat dikenai sanksihadministratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undanganbdi bidang kepegawaian. 

b. Sanksi Pidana. 

Pasalff26 ayat (2) UU Nomor 15vbTahun 2004 menegaskan bahwansetiap orang yang 

tidakgmemenuhi kewajibankuntuk menindaklanjuti rekomendasilyang disampaikan 

dalammlaporan hasilffpemeriksaan dipidana denganepidana penjara palingclama 1 (satu) 

tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendagpaling banyakxRp500.000.000,00 (lima ratusvjuta 

rupiah). 


